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“Menimbang ¢ bahwa untuk kelancaran ne

Mengingat

Demgan persetujuan Dewan Perwak

IT Kebumen,

PERATURAN DARRAH = _
 KABUPATEN DAERAN TINGKAT T K EBUMEN
| NOMOR « 10 TAHUN 198T
TENTANG

PEMBENTUKAN DUSUN DATAM DESA DAY LINGKUNGAN
DAL AM KFLURAHAN, , '

DENGAN RAXHMAT TUHT YANG MAFA ESA
'BUPATT KEPALA DARRAH TINGKAT - TT KEBUMEN

merintahan secata berdaya guna dan

berhagil guna.sesual dengan perizembangan, maka dalam ramgka

pelaksanaan. pasal I6 &an pasal’3l Undang-Undang No., 5 Tahun

I979'tentang‘Pemerintahan Desa, divandang perlu untuk mene-.
tapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dusun dalam Desa
dan lingkungan dalam kelurahanm di Kabupaten Daerah Tingkat -
IT Rebumen,

I.
2

2.

UndanguUhdang'No,E'Tahun 1974 tentang Pokothbkok'Démérigv
tahan di Daerah (T.embaran Vegara Tahun 1974 Womor, 38y, =
Tambahan Lembaran Vegara Nomor 30 Tahum 1957 §

Undang-Undang No, I3 Tahun I950 tentang Pembentukan Daerah
Daerah Kabuvnaten dalar Iingkungan Propinsi Jawa Tengah o,

Peraturan Pemerintah Vomor 32 Tahun 1950

Undang-Undang Vo, 5 Tahun 1979 Pemerintahan Desa (T.embar
an-Negara Nomor 586, Tambahan Tembaran Negara No..3k53 )

Peraturan Menteri Delam Wegeri’No. 2 Tahun 1980'tentang-~

Pedoman Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan

- Kelurahan

7

‘Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahum 1980 tentang

Pembentukan Tembaga Musyawarah Desa ¢

)

Peraturan Méntert Dalath Negeri Nomor 4 Tahum I98T tentang

- ‘Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan damr Penghapusan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nbﬁbf_B Tahun 1981 tentang
pembentukan Dusunm Dalarr Desa dan Lingkungan dalam Kelurah
all, - :

ilan Rakyat Daerah Kabunaten Daarah Tingkat
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"MEMUTUSK AN . .

MENETAPKAN . PERATURAN DAEﬁiﬁEKABUPATEN DAFRAH TINGKAT IT KEBUMEN TENTANG
PEMBENTUKAN DUSUK DAL AN DESA DAN LINGKUNGAN DAL AM KELURAHAN,

"BAB. T
KECETUAN  UMUM

Pasal 1I.

Dalam Peratursn Daerah ini yang dimaksud demgan : . | ~
a. Bupatt KépnIa Daerah adalak & Bunati Kenala Daerah Tingkat TT Kebumen.

| b. Desé adalal sevonveeos.




Cs

d.

€.

| \“lanz\J.‘” |

'Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai

kesatuwan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyargkat hukum yang
memnunyal orgamisasi Pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan -
berhak menyelenggarakan Rurah tannganya sendirl dalam ikatan Negara Ke- .
satuwan Republik Imdonesia.

Kelurahan adalah suatu wilayah ditemmati oleh sejumlah penduduk yang -
memmunyal organisasi Pemerintahan terendah langsung dibawah Camat yang
tidak berhak menyelngrarakam rumah tangpganye sendiri,

Dusur adalah baglan Wllayah dal an Desa yanp merunakan 11ngkungan ‘kerja
pelaksanaan Pemerintahamn Desa }

Lingkurgan adalah bagian Wiilayah dalam kelurahan yang merunakan ling -

. kungan kerja Pelaksanaan Pemerintahan Kelurahan ;

- Tembaga Musyawarah Desa adalah Tembaga Permusyawaxatan/ permufakatan -

yang~keanﬁgotaannya terdiri atas Kepala-Kenals Dusumr, Pimwinan Sembega
Lembaga Kemasyarakatan’ dan Prawuka-Pramuka rasyarakat di Desa yamg -
bersangkutan. a i

/ ‘ - -

BAB-TIT
PEMBENTUKAN

Baglan Pertama
Tujuan dan Tata-ca:g‘a Pembentukan

Pasal 2

TwJuan nembentukan Dusun dalam Desa dan Llngkungan Dalam Kelurahan ada-
‘lakh untuk meningkatkan kemamnuan penyelenggaraan pemerintahan secara -
‘berdaya guna dan berhasil guna serta pelayanan terhadap masyarakat sesu |
af demgan tingkat perkembangan dan kemajuan nembangunan,

~ay

@

(1)

. Pasal 3.

Dusun atau Iinckumgan dibentul demman Keputusan Bumati Kenala Daerah
atas usul Kepala Desa atau Kepala Kelurahan setelah mendapatkan ver-
’setujuan dari Gubernur Kennla Daerah Tingkat I’ Jawa Tengah,

Usul Kepala Desa atau Kevala Kelurahan secbagaimana dimaksud dalam -
ayat (1) disampaikan kevada Bupati Kepala Daerah melalui Camat sete=
Tah dimintakanr Pertimbamgan dari Pimminan Lembaga Musyawarah Desa un
tuk tingkat Desa dan Perangkat Kelurahan untuk tingknt Kelurahan,

Bagian K@dua.
gyarat- Syarat Pembentukan, .

. ‘ Pasal L.

Dalamr pembentukan Dusur atau Tingkumgan harus memperhatikan syarat -
syarat atau faktor k.

e Pembentukan Dusunr

‘

a.I, Faktor jumlah penduduk, yaitu jumlah nenduduk bagi terbentuk
nya dusun sedikit-sedikitnya 500 Jiwa atau IOO kepala keluar
* ga’ ' v

a.2. Faktor Iuas w11ayah, yaitu luas wilayah yang berjangkau seca
ra berdaya gumra dalam rangka nemberian nelayanan dan bembmna‘
an masyarakat.

a.3. Faktor letak,, yaitu wilayah yang memilik jarlngan perhubung-
: ar atau kRomumikasi antar dusun-dusun yang memungkinkan terpe
nuhinya faktor Iuas wilayah tersebut huruf a.2,

al{>l Prasarana L 2 AU TR N I I I B
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a.u. Prasarana dan sarama serta kondlsl kemampuarn Ekonomd masyara
kat .

B Pembentukan Llngkungan B ; ,i hv"}AA:;

,-

\

b, 1 Faktor junlah benduduk yaitu jum]ah penduduk bagi terbentuknya
qglwngkungan Sedikﬂt-°edlk1tnya 500 ana atau 100 kepala keIUarga

b.2, Faktor luas: wilayah, yaitu luas w11ayah yang terJangkau secara-:
berdaya gura daIam rangka pemberian nelayanan dan’ Demblna&n ma-
syarakat ; ; : : \ [

b.3, Faktor Ietak, yaitu w11ayah yang memiliki Faringam nerhubungan
i atau komunikasi antar Iingkungan yang letaknya memungkinkan -
o w_terpenuhlnya faktor luwas. w1layah tersebut huruf b.2, .

b.u. Prasarana dan sarana serta kondl si Renamnuan ﬂkonomi nasyara -
kat.

(2} Tunlak Dustn dalair suatw Desa .atat Iingkungan dalam suatu Kelurahan-

disesuaikan dengan kondlsl wilayah dan. jangkauan nelakgamaan pemerin
takame o .

B AB.T1T °
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PVMTCAHAN PENYATUAN DENCHAPUSAN.DAN
PFPUBAHﬁN BATA

"~ Pasal 5.

(1) Dusun ataw Linfkungan yang karemna’pertimbangan tehnis Pemerintahan'-
dan nelayanan terhadap masyarakat, dimumgkinkan untuk dinecah

(2) Pemecahan Dusun ataw Elngkungan dilakukan oleh Bunati Kevala Daeral-
atas usul Kepala Desa atau Kenala Kelurahan setelah mendapatkan per:
__setujuan Gubernur Kenala Daerah Tingkat T Jawa Tengah,: y :

(3) . Usul Kepala Desa’ atau Kepala Kelurahan sebagaimana dlmaksud dalam -
' ayat (2) disannalkan kepada Bunati Kenala Daérah melalui Camat.

. : asal 6. L

(15 Pusin atau Lingkungan yang Varena nerkkembargan keadaan tidak lagi me
menuhi syarat sebagai suatu Dusun atau Limgkungan dimungklnkan untuk
disatukan atauw dihapuskan., : .

('2) Penyatuan ataun nenghapusan Dusun atau Lingkungan dl1akukan dengan -
Reputusan BuDatl Kepala Daerah berdasarﬁan usul Kenala Desa atau Ke- £
pala Kélurahan melalui Camat.

('3) Keputusan Bupati Kenala Daerah’ sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) -
tembusannya disampaikam kepada Gubernur Kenala Daerah Tlngkat I‘Jawa
Tengah,

v’ .
Pasal 7. -

(I) Dusun atau Lingkungan yang karena pertimbanganipertimbangan tehnis -
pemerintahanr dan pelayaman terhadap rasyarakat, dimurgkinkan urtuk -
diadakan perubahan atau nelurusan batas Dusun atau Lingkungan,

(2) Perubahan atau pelurusan batas Dusum atau Linrgkungan dilakukan oleh-
Bupati Kepala Daerah atas usul Kenala Desa atauw Kevala RKelurahanr se

telTah mendapatkan persntujuan Gubernur Kenala Daerah Tinmgkat T Jawa-
Temgalr,

(3) Usul Kepala Desa atau Kepala’ Ke]urahan sebagalmana dlmaksud dalam =
. ayat (2) disampaikan kepada Bup~ti Kenala Daerah melalul Camat

/

BAB.-Tv
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KETENTUnN PERALIHAN DAN PENU”UP
Desa atau Kclurahan yang sebolun berl kuny° Peraturan Dacrah ini tclah merns
punyai Wilayah keraa bawahan, naka wilayah kerja bawahan dinaksud dlnyata -

" 'kan sebagail dusun untuk Desa dan scbagai Lingkungen untuk Kelurahan berda
‘sarkan Peraturﬂn Dmcrah ini. '

Pasel 9.
Bagian Wilayah Desa yang ada scbglumberlakunya Peraturan Dacra ah ini yang di

_sebut dengan nana asli misalnye Dukuh, Grumbul atau wilayah-wilayah lain -
‘yang seaenl 9 dapat dlbentuk nonjadi Dusun atau Lingkungan

Pasal 10,
Hal-hal lain yang belum diatur dalam Poraturan Dacrah ini akon diatur lebih

 lanjut oleh Bupeti Kepala Docreh

Pasal 11.

/

S Peraturan Daerah ini nulwl borlgku'sejak hari pertana sctelah pengundanzan—

Kobunen, 23 Mei 1981,

DBWAN PERWAKIIAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT IT
DAERAH TINGKAT II-KEBUMEN , K EB UMEN
WakilK ¢ t u a, ) » ,
ttd. , ttd.
H.M, HANIFUDDIN B.A. S - Drs,. DADIJONO JUDOPRAJITNO.

Dlsahkan pleh Gubernur Kepala Dacrah Tingkat I Jateng dengan SeKe Tgl.

1 Juli 1981 Nomor : 188,3/551/1981.

+ Diundangkan pada tanggal 15 Nopember 1981.
Dimuat dalan Lembaran Drerah Seri : D Nomor : 1l.

. Sexzretaris Wilayah/Daerah:
ttde -

SOLPARNO. SH,
NIP,010013919,




